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Abstract

This study aims to analyze and assess trends in the financial condition of the Government of Magelang Regency
which includes: financial factors and environmental factors. This study uses secondary data. The data analyzed
includes data on financial reports in the Magelang Regency Government such as: balance sheet, APBD, budget
realization reports, and operational reports. The analysis year period starts from 2015-2019. Analysis of the
financial condition assessment using the Fiscal Tren Monitoring System (FTMS) model in the Magelang
Regency Government. The research method used in this research is to use a descriptive approach based on
secondary data processing and coupled with numerical analysis. The analysis technique in this research uses
descriptive statistics, namely: presenting data in the form of tables, graphs, averages and percentage
calculations. Analysis of the financial condition assessment using the FTMS model in Magelang Regency 2015-
2019 shows that the financial factor includes 4 indicators consisting of 9 sub indicators. Of the 9 financial sub
indicators, 5 sub indicators have the expected trend and 4 sub indicators have an unexpected trend.
Furthermore, environmental factors consist of 1 indicator which includes 5 sub indicators. Of the 5 sub
indicators, 2 sub indicators have the expected trend and 3 sub indicators have less expected trends for the
assessment of the financial condition of the Magelang Regency government.
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Model
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1. PENDAHULUAN

Pada saat ini pemerintah kabupaten dan
kotamempunyai otoritas yang luas dalam
mengolah keuangan daerahnya. Kewenangan
tersebut sejalan dengan adanya kebijakan
desentralisasi  fiskal sebagai dampak dari
diterapkannya otonomi daerah pada kabupaten

keuangan yang dapat dinilai dan diawasi,
diharapkan bahwa penggunaan keuangan daerah
tersebut dapat digunakan secara optimal bagi
penyelenggaraan program-program peningkatan
kesejahteraan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten/Kota saat sekarang
ini merupakan sebuah daerah otonom yang

dan kota. Dengan melihat fakta tersebut, maka
perlu adanya upaya penilaian terhadap kondisi
keuangan yang ada di pemerintah kabupaten dan
kota tersebut. Sehingga kondisi keuangan akan
selalu dapat diawasi dan dapat dilihat sejauh
mana kesehatan dari kondisi  keuangan
pemerintah daerah tersebut. Dengan kondisi

memiliki kewenangan dalam bidang keuangan,
salah satunya adanya kebijakan desentralisasi
fiskal. Kewenangan yang ada harus mendukung
bagi terciptanya kondisi keuangan pemerintah
daerah yang mendukung program-program
pembangunan. Kondisi keuangan daerah bisa
dilihat dari sejumlah indikator yang meliputi baik
faktor internal maupun eksternal. Perlu banyak
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upaya agar pemerintah  daerah  dapat
meningkatkan kondisi keuangannya, sehingga
mampu memenuhi kebutuhan program kerja dan
anggarannya. Terdapat beberapa sumber yaitu:
sumber dari pengelolaan PAD maupun sumber
lain yang dapat berasal dari dana transfer dari
pemerintah pusat maupun sumber pembiayaan
lainnya. Kondisi keuangan pemerintah daerah
mencerminkan kekuatan pemerintah daerah
dalam memenuhi kebutuhan keuangannya dalam
rangka menjalankan program-program
pembangunan.

Kabupaten Magelang ada di Propinsi
Jawa Tengah. Dengan melihat kondisi geografis,
Kabupaten Magelang merupakan daerah agraris.
Kabupaten Magelangmemiliki sektor jasa dan
sektor industri dalam menopang
perekonomiannya. Selain itu sektor wisata juga
merupakan sektor yang menjadi andalan di
Kabupaten Magelang, karena memiliki destinasi
wisata dunia yaitu: Candi Borobudur. Kabupaten
Magelang mempunyai luas wilayah 1.085,73
KM? dengan jumlah penduduk sebesar 1.279.625
jiwa (BPS, 2018).
Dibawah ini data mengenai jumlah realisasi
pendapatan dan belanjaKabupaten  Magelang

selama periode tahun 2014-2018

Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Magelang
Tahun -
Pendapatan (Rp) Belanja (Rp)

2014 | 1.655.674.485.031 | 1.655.060.222.422
2015 | 1.945.955.251.171 | 1.744.730.814.566
2016 | 2.036.310.089.428 | 2.073.797.409.332
2017 | 2.271.336.015.858 | 2.451.441.154.742
2018 | 2.302.190.543.616 | 2.486.540.561.169

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kemenkeu

Dilihat dari tabel 1 realisasi pendapatan dan
belanja daerah Kabupaten Magelang tersebut
terlihat jelas bahwa selama lima tahun terakhir
jumlah realisasi pendapatan daerah maupun
belanja daerah terus meningkat. Peningkatan
tersebut perlu dilakukan analisis dan kajian yang
mendalam mengenai kondisi keuangan pemda
tersebut.

Penelitian ini akan menganalisis dan
menilai  seberapa baik kondisi keuangan
pemerintah daerah di Kabupaten Magelang
periode Tahun 2015-2019 khususnya dengan
modelFiscal Trend Monitoring System(FTMS)

Fiscal Trend Monitoring System (FTMS)
adalah sistem peringatan (deteksi) dini untuk
memperkirakan kondisi keuangan pemda melalui
analisis tren (kecenderungan) untuk beberapa
indicator. FTMS dikembangkan oleh The
International City/County Management
Association (ICMA) pada tahun 1980. ICMA
mengartikan kondisi keuangan pemda sebagai
kemampuan  pemerimtah  daerah  untuk
membiayai  layanan secara  berkelanjutan
(Ritonga, 2014: 84).

Ritonga (2014) menjelaskan bahwa
FTMS mengukur kondisi keuangan pemda
menggunakan dua faktor yaitu faktor keuangan
dan faktor lingkungan. Masing-masing faktor
mempunyai indikator yang diberi formula
berbeda-beda. FTMS  mengukur  kondisi
keuangan pemda menggunakan 11 faktor yang
diuraikan kedalam 42 indikator. Dari kesebelas
faktor tersebut, 6 faktor masuk dalam kategori
faktor keuangan dan 5 faktor masuk kategori
faktor lingkungan. Faktor keuangan terdiri dari:
indikator pendapatan, belanja,posisi operasi,
struktur hutang, hutang di danai, dan kondisi
aktiva tetap. Faktor lingkungan terdiri dari
indicator kebutuhan masyarakat dan sumberdaya,
kendala/hambatan antar pemerintah, resiko
bencana, kultur politik, kondisi ekonomi luar.
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Tabel 2. TrenBeberapa Faktor Keuangan Fiscal
Trend Monitoring System
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Sumber: Ritonga (2014)

Tabel 3. Tren Beberapa Faktor lingkungan Fiscal
Trend Monitoring System

Trend

Indikator Perlngatan Dinl

Sub Indékator Formula

Jumlah popalast

Jumiah populasi
Kepadatan

1. Kebutuban | penduduk |
masvarakat Umur (populas b
dan sumber | bawah umur 1€ | lebih &

ah dalam mil pessep
151 dibavah 18 atig

daya dan lebih 64 Jumlah popalast
Rumah tangga | Rumab tanggs maskin penerima
miskin atau | bansuan publik

penernma Rumak tangga dalam nbuan
bantuan pablic
Kepemilikan

rumah

Tingkat Kepemilikan rumah

Pengangguran
Jumlah lapangan
keja &
masyarakat

2 Belania wallh
Kendals hanh Total belanja operasional
alan antar

pemerintah Belanja wapb

Sumber: Ritonga (2014)

Laporan keuangan dianggap sebagai hal yang
paling penting oleh pihak eksternal dalam
menggambarkan kondisi keuangan pemda. Laporan
keuangan pemda harus disusun mengacu pada SAP
(Winarna & Murni, 2014). Untuk menyusun laporan
keuangan yang memenuhi kualitas, laporan keuangan
daerah wajib memenuhi 4 syarat yaitu relevan, andal,
mudah dibandingkan, dan mudah dipahami (Pradono
& Basukianto, 2015).

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71
tahun 2010 mengenai  Standar  Akuntansi
Pemerintahan (SAP), laporan keuangan pemerintah
meliputi : LRA (Laporan Realisasi Anggaran), SAL
( Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih), Neraca,
LO (Laporan Operasional), LAK (Laporan Arus Kas),
LKE (Laporan Perubahan Ekuitas) dan CalLK

(Catatan atas Laporan Keuangan). Pada Pernyataan
SAP sesuai Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun
2010 dinyatakan bahwa Pemda harus mempunyai
komitmen dalam menggunakan basis akrual (accrual
basis) dalam setiap pencatatan dan pembukuan
laporan keuangan.

Sedangkan menurut Firdaus & Ritonga (2018),
laporan keuangan pemerintah meliputi: neraca,
laporan realisasi anggaran (LRA), dan laporan arus
kas (LAK). Laporan keuangan pemda dapat
dijelaskan sebagai kondisi/keadaan yang saling
berhubungan atau berkaitan antar komponen (unsur)

dalam satulaporan maupun unsur dalam satu
komponen laporan keuangan pemda.
Mahmudi  (2010:9), menyebutkan bahwa

meskipun laporan keuangan sudah mempunyai sifat
general purposive(tujuan umum), artinya dibuat lebih
umum dan dibuat sederhana mungkin dalam
memenuhi  kebutuhan informasi semua pihak,
akantetapi tidak semua pembaca/pengguna dapat
memahami dan menguasai laporan keuangan tersebut
dengan baik.

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
terdapat komponen pendapatan daerah yang dapat
berasal dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD),
pendapatan transfer (perimbangan) dan pendapatan
lain-lain yang sah. Pendapatan yang berasal dari LRA
merupakan penerimaan kas dari Bendahara Umum
Negara (BUN)/Bendahara Umum Daerah (BUD) atau
olen entitas pemerintah lainnya yang dapat
menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam
periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah,
dan tidak perlu dibayar kembali pemerintah (PSAP
No 2. Paragraf 7 dalam Ritonga dan Suhartono, 2016).
Sedangkan pendapatan yang berasal dari laporan
operasiona (LO) adalah hak pemerintah pusat/daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah (PSAP No 12 , paragraph 8).
Pendapatan pemerintah daerah dapat berasal dari:
PAD maupun penerimaan lain daerah yang sah.

Menurut Halim & Kusufi (2013), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan
sebuah anggaran pemerintah daerah, yang memiliki
unsur-unsur yaitu: rencana kegiatan daerah beserta
uraian  rincian  lengkap.  Adanya  sumber
penerimaan/pendapatan yang menjadi target minimal
dalam menutupi biaya-beban berhubungan dengan
aktifitas-aktifitas tersebut dan adanya beban yang
menjadi batas maksimal pengeluaran-pengeluaran
yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan dan proyek
yang dicantumkan dalam bentuk angka serta periode
anggaran biasanya 1 tahun.
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Menurut PSAP No 02, paragraph 34 dalam
Ritonga dan Suhartono (2016) belanja digolongkan
kedalam kelompok/klasifikasi ekonomi, organisasi
dan fungsi. Klasifikasi ekonomi  merupakan
pengelompokan belanja yang mendasarkan pada jenis
belanja dalam melaksanakan suatu aktifitas.
Penggolongan atau pengklasifikasian ekonomi bagi
pemerintah daerah vyaitu: belanja barang, belanja
pegawai, belanja modal, pengeluran bunga |,
pengeluaran subsidi, dana hibah, belanja tak terduga
dan  bantuan  sosial.  Sedangkan  Klasifikasi
berdasarkan organisasi merupakan penggolongan
atau Klasifikasi berdasarkan unit organisasi pemakai
anggaran. Klasifikasi berdasarkan fungsi merupakan
pengklasifikasian yang berpedoman pada fungsi-
fungsi utama pemda dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Belanja daerah harus mampu
digunakan secara optimal dan maksimal dalam
menjalankan program pemda. Contoh: belanja
pelayanan umum, belanja perlindungan lingkungan
hidup dan perumahan , belanja permukiman, belanja
pertahanan, ketertiban dan keamanan, serta belanja
ekonomi, Penelitian mengenai kondisi keuangan Kota
Magelang pernah dilakukan oleh Maizunati (2017) |,
hasil penelitian membuktikan bahwa monitoring
kesehatan keuangan secara periodik adalah suatu hal
yang wajib dilakukan dalam menciptakan suatu early
warning system(sistem peringatan dini) pada berbagai
kemungkinan di masa yang akan datang baik dari sisi
ekonomi makro, sosial maupun politik. Dengan
melakukan analisis deskriptif menggunakan metode
indeks komposit kondisi keuangan dan Klasterisasi
Pemda dapat diambil kesimpulan bahwa secara
umum pengelolaan keuangan di Kota Magelang
cukup baik jika dibandingkan dengan kota-kota lain
yang ada didalam Klaster 3. Kemudian Suryani dan
Faizal (2016) meneliti mengenai kondisi keuangan
Kabupaten/Kota di Aceh dan Sumatera Utara
menunjukan bahwa melihat hasil uji hipotesis dan
analisis data penelitian dapat diambil kesimpulan
bahwa kabupaten/ kota di propinsi Aceh memiliki
tingkat kondisi keuangan daerah yang lebih baik dari
pada kabupaten/kota di propinsi Sumatera Utara. Hal
tersebut membuktikan bahwa pemerintah
kabupaten/kota di propinsi Aceh secara umum
mempunyai kemampuan pengelolaan keuangan lebih
baik. Sedangkan Suwanto (2016), juga melakukan
penelitian mengenai kondisi keuangan pemda dengan
metode klaster. Dalam penelitian terdapat dua klaster
sehat dan tidak sehat. Hasil penelitian menunjukan
bahwa dalam Klaster yang tidak sehat unggul pada
komponen indeks kemahalan konstruksi dan luas
wilayah serta dominan pada sektor pertanian dan
pariwisata. Kemudian pada Kklaster kedua dengan
kriteria sehat, unggul signifikan disemua komponen
Dana Alokasi Uumum (DAU) dengan pengecualian
pada komponen luas wilayah dan indeks kemahalan

konstruksi. Penentuan dua klaster sehat dan tidak
sehat ini mampu melihat dan menilai dengan detail
mengenai kondisi keuangan yang ada dipemerintah
daerah. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh
Sumual, dkk (2017) , menunjukan hasil bahwa pada
tahun 2013 sampai 2016 Kota Tomohon telah meraih
predikat sebagai Kota yang efektif karena telah
banyak target yang dicapai , akan tetapi jika dilihat
dari pertumbuhan kemandirian dan efesiensi pada
Kota Tomohon belum memenuhi standar yang
diinginkan. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja
keuangan pada Kota Tomohon kurang baik.

Penelitian oleh Clark (1994) dalam Ritonga
(2014), menyebutkan ada beberapa faktor penyebab
tekanan keuangan. Faktor-faktor ini adalah: jumlah
penduduk dan basis ekonomi, kepemimpinan politik,
lembaga masyarakat, kelompok-kelompok etnis, dan
struktur hukum. Sedangkan menurut Nollenberger
etal (2004) dalam Ritonga (2014), menyebutkan
bahwa ada tiga faktor yang dapatmempengaruhi
kondisi keuangan daerah, yaitu: faktor lingkungan,
faktor organisasi dan faktor keuangan.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini
menggunakan  pendekatan  deskriptif  dengan
pengolahan data sekunder. Data sekunder merupakan
data yang diperoleh dengan cara tidak langsung dari
objek penelitian. Data ini biasanya telah dikumpulkan
oleh lembaga-lembaga pengumpul data dan telah
dipublikasikan pada pengguna data (Kuncoro, 2011).
Penelitian inimenggunakan data seperti:Neraca,
APBD, laporan realisasi anggaran, dan laporan
operasional. Data keuangan juga diperoleh melalui
website: sibata.magelangkab.go.id. Selain itu data
juga diperoleh dari website BPS.

Jenis  penelitian ini adalah  penelitian
deskriptif. Menurut Santoso (2000) dalam Kuncoro
(2011), umumnya bidang studi statistik deskriptif
menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik,
kemudian meringkas dan menyampaikan data
tersebut dalam bentuk tendensi sentral, variasi dan
bentuk. Penelitian ini dilaksanakan di
KabupatenMagelang dengan periode waktu 2015-
2019.

Data dalam penelitian ini berupa data
keuangan dan data non keuangan. Adapun data
keuangan yaitu: Data APBD Kabupaten Magelang
selama periode waktu 5 tahun dari tahun 2015-2019,
data Neraca Kabupaten Magelang tahun 2015-2019,
data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten
Magelang 5 tahun (2015-2019) dan data Laporan
Operasional Kabupaten Magelang tahun 2015-2019.

Sedangkan data lain dari penelitian ini yaitu:
data inflasi dan data tenaga kerja di wilayah
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Kabupaten  Magelang, data rumah tangga
miskin/penerima  bantuan  publik  Kabupaten
Magelang, data jumlah populasi Kabupaten
Magelang dan data luas wilayah Kabupaten
Magelang

Menurut Sugiyono (2009), dalam penelitian
ini menggunakan teknik analisis statistikdeskriptif.
Teknik ini adalah melakukan analisis data dengan
caradeskriptif atau menggambarkan data yang
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud
membuat kesimpulan yang berlaku umum atau
digeneralisasi. Termasuk penyajian data melalui tabel,
grafik, diagram lingkaran sampai dengan perhitungan
persentase. Setelah dilakukan analisis dengan
menggunakan  statistik  deskriptif,  dilakukan
pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini
dilakukan analisis terhadap nilai rasio yang ada dalam
faktor keuangan dan juga nilai rasio dari faktor
lingkungan. Penilaian faktor keuangan dan faktor
lingkungan Pemda KabupatenMagelang
menggunakan Fiscal Trend Monitoring System
(FTMS). Kemudian hasilnya dianalisis dari tahun ke
tahun terhadap kondisi keuangan Pemda Kabupaten
Magelang. Dalam penelitian ini tidak semua faktor
keuangan dan faktor lingkungan dilakukan analisis

penilaian  kondisi  keuangan pemda karena
keterbatasan data penelitian.
3. HASIL DANPEMBAHASAN.
3.1 Hasil Penelitian
Penelitian ini  menilai  kondisi  keuangan

pemerintah daerah. Ada beberapa model yang dapat
digunakan dalam penilaian kondisi keuangan pemda,
diantaranya adalah: model kloha, Weissert, Kleing,
model brown dan model FTMS. Dalam penelitian ini
menggunakan model FTMS dalam melakukan penilaian
kondisi keuangan pemda Kabupaten Magelang. Dalam
penelitian ini tidak semua indikator/kriteria yang ada
dalam model tersebut akan menjadi bahan referensi
dalam melakukan analisis penilaian kondisi keuangan
pemerintah daerah. Data-data penelitian yang ada sudah
dapat digunakan dalam melakukan analisis dan penilaian
kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Magelang
khususnya dengan menggunakan model FTMS dengan
periode waktu pengamatan tahun 2015-2019.

Dalam model FTMS tersebut, data menunjukkan 4
indikator yang ada dalam faktor- faktor keuangan yaitu:
pendapatan, belanja, posisi operasi dan struktur hutang,
yang meliputi 9 sub indikator dari faktor-faktor keuangan
tersebut. Dari sub indikator tersebut, memiliki
formula/rumus dalam menentukan nilai sub indikator
tersebut. Kemudian untuk faktor-faktor lingkungan
mempunyai 1 indikator kebutuhan masyarakat dan
sumber daya yang terdiri dari 5 sub indikator. Masing-
masing indikator tersebut terdapat formula dalam
perhitungannya.
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FTMS Faktor Keuangan Kabupaten Magelang
Penilaian kondisi keuangan Kabupaten
Magelang dengan menggunakan model FTMS
dengan melihat faktor keuangan dari tahun 2015-
2019. Faktor-faktor keuangan ini harus dilakukan
penilaian secara detail, karena memiliki indikator
—indikator dan sub indikator yang mencerminkan
kondisi keuangan yang ada di pemerintah
Kabupaten Magelang. Dibawah ini merupakan
data — data hasil penelitian model FTMS faktor
keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Tabel 4. FTMS Faktor Keuangan Kabupaten Magelang

Sumber: sibata.magelangkab.go.id (olahan)

Di dalam faktor keuangan indikator pendapatan
terdapat sub indikator pendapatan per kapita. Dalam sub)
indikator ini, jika dilihat data pada Tabel 4 diatas, hasil
formula sub indikator tersebut mempunyai nilai yang
cenderung meningkat.

Tren peningkatan ini mencerminkan bahwa sub)
indikator pendapatan per kapita mempunyai tren yang
diharapkan. Pada sub indikator pendapatan pajak jugal
memiliki tren yang positif yang berarti mencerminkan
kondisi yang diharapkan. Namun ada beberapa sub
indikator, jika dilihat dari tabel 4 diatas, yang mempunyai
tren yang kurang diharapkan yaitu: sub indikator belanja
per fungsi yang selalu mengalami kenaikan nilai rasionya.

Grafik 1. Sub Indikator Pendapatan Per Kapita

Pendapatan Perkapita
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Grafik 1 diatas menunjukkan bahwa sub
indikator pendapatan per kapita memiliki hasil tren
yang meningkat. Dari tahun 2015-2016
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mengalami penurunan sedikit. Akan tetapi pada
tahun  2016-2019 menunjukkan hasil yang
meningkat. Ini menunjukkan bahwa terjadi tren
positif karena selalu meningkat dan bisa diartikan
bahwa sub indikator pendapat per kapita memiliki
tren yang diharapkan.

Kemudian pada grafik 2. Sub indikator
pendapatan pajak menunjukkan nilai tren yang
selalu meningkat. Khususnya di tahun 2016-2019
memiliki angka yang selalu meningkat. Ini
menunjukkan bahwa sub indikator pendapatan
pajak memiliki tren yang diharapkan. Pendapatan
pajak merupakan salah satu sumber penerimaan
daerah. Sehingga sumber penerimaan ini bisa di
optimalkan agar hasilnya selalu meningkat dari
tahun ke tahun.

Grafik 2. Sub Indikator Pendapatan Pajak

Pendapatan Pajak
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Grafik 3 menunjukkan sub indikator surplus atau
deficit pendapatan Kabupaten Magelang dari tahun 2015-
2016 selalu mengalami penurunan. Penurunan tersebut
mengindikasikan bahwa sub indikator surplus atau defisit
pendapatan mencerminkan kondisi yang diharapkan.
Karena setiap tahunnya terjadi surplus atau deficit
pendapatan yang selalu menurun.

Grafik 3. Sub Indikator Surplus atau Defisit Pendapatan
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Tabel 4 diatas menunjukkan sub indikator belanja
per kapita yang cenderung menunjukkannilai yang
meningkat. Walaupun nilai dari tahun ke tahun
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mengalami kenaikan atau penurunan, tetapi secard
menyeluruh cenderung nilainya meningkat. Sehingga
bisa disimpulkan bahwa sub indikator belanja per kapita
masuk dalam kategori yang kurang diharapkan.

Grafik 4. Sub Indikator Belanja per Fungsi
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Grafik 4 diatas menunjukkan bahwa nilai sub
indikator belanja per fungsi mengalami tren peningkatan.
Hal ini menunjukkan bahwa sub indikator tersebut
kurang diharapkan bagi kondisi keuangan di Kabupaten
Magelang. Namun sebaliknya nilai sub indikator belanja
tetap mengalami tren penurunan. Hal ini menunjukkan
bahwa sub indikator ini dalam kondisi yang diharapkan
bagi penilaian kondisi keuangan Pemda Kabupaten
Magelang. Dalam indikator posisi operasi ada dua sub)
indikator yaitu: surplus atau deficit operasional dan
likuiditas. Pada sub indikator surplus atau deficit
operasional dari tahun 2016-2019 cenderung mengalami
penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa sub indikator ini
masih dalam kategori diharapkan. Sedangkan sub
indikator likuditas dari tahun 2016-2019 cenderung
mengalami penurunan. Ini menunjukan bahwa sub
indikator likuditas dalam kategori yang kurang
diharapkan. Walaupun ada kenaikan nilai pada tahun
2015-2016. Terakhir, dalam indikator struktur hutang,
yang meliputi sub indikator hutang jangka pendek
mempunyai nilai yang cenderung konstan dari tahun
2015-20109.

FTMS Faktor Lingkungan Kabupaten Magelang
Data faktor-faktor  lingkungan  Kabupaten

Magelang jika dilihat dari model FTMS dalam periode

waktu Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 5. FTMS Faktor Lingkungan Kabupaten Magelang
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Tabel 5 diatas menunjukkan data faktor
lingkungan Model FTMS Kabupaten Magelang Tahun
2015-2019. Dalam faktor lingkungan ini memiliki 1
indikator kebutuhan masyarakat dan sumber daya serta
memiliki 5 sub indikator yang terdiri dari: jumlah
penduduk, kepadatan penduduk, umur, pengangguran
dan jumlah lapangan kerja dimasyarakat. Sub indikator
jumlah penduduk dari tahun 2015-2019 memiliki nilai
tren yang mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan
kondisi yang diharapkan bagi kondisi keuangan pemda
Kabupaten Magelang, karena jumlah penduduk yang
mengalami kenaikan dapat menjadi modal dalam
mendukung peningkatan produktifitas daerah tersebut.
Kemudian berdasarkan grafik 5 mengenai sub indikator
kepadatan penduduk di Kabupaten Magelang mengalami
tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan kondisi yang
di harapkan. Karena dengan jumlah kepadatan penduduk
yang meningkat dapat mendukung tersedianya sumber
daya manusia dalam menunjang program-program
pembangunan daerah tersebut.

Grafik 5. Sub Indikator Kepadatan Penduduk
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Pada grafik 6 terlihat nilai sub indikator umur
yang nilainya selalu mengalami peningkatan dari tahun
2015-2019. Ini menunjukkan kondisi yang kurang
diharapkan, dikarenakan jumlah penduduk yang
berumur dibawah 18 tahun dan diatas 64 tahun
cenderung meningkat, yang dapat mengurangi tingkat
produktititas daerah. Melihat nilai sub indikator jumlah
pengangguran dari tahun 2015-2019 cenderung
mengalami kenaikan, walaupun ada beberapa tahun
yang turun, akan tetapi nilainya cenderung meningkat.
Ini menunjukkan kondisi yang kurang diharapkan. Sub

indikator terakhir adalah jumlah lapangan Kkerja
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dimasyarakat dari tahun 2015-2019 cenderung menurun.
Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang diharapkan
bagi kondisi keuangan pemda Kabupaten Magelang jika
dilihat dari model FTMS.

Grafik 6. Sub Indikator Umur
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3.2 Pembahasan
Tren FTMS Faktor Keuangan Kabupaten Magelang
tahun 2015-2019

Dalam penilaian kondisi keuangan dengan model
FTMS terdapat 4 indikator utama faktor keuangan yang
mencakup 9 sub indikator. Dari 9 sub indikator tersebut,
terdapat 5 sub indikator yang masuk tren yang
diharapkan bagi penilaian kondisi keuangan Kabupaten
Magelang dan 4 sub indikator yang termasuk dalam tren|
kurang diharapkan. Adapun ke 9 indikator yang
diharapkan maupun kurang diharapkan dapat dilihat pada

tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Tren FTMS Faktor Keuangan Kabupaten
Magelang tahun 2015-2019
N

o | Indikator Sub [ndikatar Iren Tahun
1 Pendapatan Pendapatan per kapéta | Diharspkan 2016.2019
| Pendapatan pajak __ | Diharspkan 20162019
Swplus  atau  defici] Diharapkan 2015-2019
| pendapatan
Belanja Belanja per kapita Kumng
dibarapkan
Belanja per fungsi Kurang
diharapkan
Belanja tetap Diharapkan 2016-2019
Posisi Operasi Surplus  atas  deficil Diharspkan 016-2019
operasional
Likuiditas Kurang
diharapkan
Struktur Hutang| Hutang jangka pendek | Kurang
diharapkan

Berdasarkan tabel 6 diatas, terlihat bahwa dari 9
sub indikator, hanya 1 sub indikator surplus dan
deficit pendapatan yang mempunyai tren yang
diharapkan selama 5 tahun dari periode 2015-
2019. Sedangkan 4 sub indikator yang meliputi:
sub indikator pendapatan per kapita, pendapatan
pajak, belanja tetap dan surplus atau deficit
operasional memiliki tren yang diharapkan, akan
tetapi tidak selama 5 tahun berturut-turut.
Kondisi pada tren yang diharapkan hanya selama
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4 tahun vyaitu: tahun 2016-2019. Artinya di 4
tahun  terakhir kondisi keuangan pemda
Kabupaten Magelang dalam kondisi yang baik.
Selanjutnya terdapat 4 sub indikator yang
memiliki tren yang kurang diharapkan yaitu:
belanja per fungsi, belanja per kapita, likuiditas
dan hutang jangka pendek. Kondisi keuangan
yang kurang diharapkan pada 4 sub indikator
tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah
Kabupaten Magelang dalam mengelola keuangan
daerahnya. Belanja per fungsi dan belanja per
kapita harus dilakukan pengawasan dan control
sehingga nilainya dari tahun ke tahun tidak
cenderung meningkat. Sedangkan likuiditas
diusahakan tidak cenderung menurun dari tahun
ketahun selama periode tahun 2015-2019.

Tren FTMS Faktor Keuangan
Magelang tahun 2015-2019

Kabupaten

Tabel 7. Tren FTMSFaktor Lingkungan Kabupaten
Magelang tahun 2015-2019

No | Indikator Sub Indikator Tren Keterangan
Keburuban Populasi .‘u:n."a{ Diharapkan 2013-2019
Masyarakat dag penduduk)

Sumber daya | Kepadatan Penduduk | Dihasapkan | 2015-2019
Umur Kurang
! Diharapkan
Pengangguran Kurang
Diharapkan
Jumlah Lapangan ketja| Kurang
Diharapkan

Berdasarkan tabel 7 diatas, menunjukkan bahwa
indikator faktor lingkungan yang meliputi indikator
kebutuhan masyarakat dan sumber daya, terdapat 2 sub
indikator yang memiliki tren yang diharapkan. Sub
indikator tersebut adalah populasi dan kepadatan
penduduk. Sedangkan 3 sub indikator memiliki tren yang
kurang diharapkan. Adapun sub indikator tersebut yaitu:
umur, pengangguran dan jumlah lapangan kerja. Dari
faktor lingkungan yang ada di Kabupaten Magelang,
sebanyak 2 sub indikator populasi dan kepadatan
penduduk merupakan salah satu faktor yang dapat
mendukung bagi kondisi keuangan pemerintah daerah
tersebut. Sedangkan sub indikator umur, pengangguran
dan julah lapangan kerja masih belum mampu menjadi
faktor pendukung bagi kondisi keuangan pemda
Kabupaten Magelang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Faktor Keuangan dalam model Fiscal Trend
Monitoring System (FTMS) pada Kabupaten

Magelang Tahun 2015-2019, memiliki 4 indikator
yang meliputi 9 sub indikator

2. Faktor Lingkungan dalam model Fiscal Trend
Monitoring System (FTMS) di  Kabupaten
Magelang Tahun 2015-2019, memiliki 1 indikator
yang meliputi 5 sub indikator

3. Faktor keuangan dalam model Fiscal Trend
Monitoring System (FTMS) Kabupaten Magelang
pada periode 2015-2019 memiliki 5 sub indikator
yang diharapkan dan 4 sub indikator yang kurang
diharapkan.

4. Faktor lingkungan dalam model Fiscal Trend
Monitoring System (FTMS) pada Kabupaten
Magelang pada periode 2015-2019 memiliki 2 sub
indikator yang diharapkan dan 3 sub indikator yang
kurang diharapkan.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Magelang lebih fokus dalam
memperbaiki Kinerja keuangannya pada beberapa
sub indikator baik dalam faktor keuangan maupun
faktor lingkungan yang masih dalam Kkategori
kurang diharapkan, agar dalam penilaian kondisi
keuangannya dapat masuk pada kategori yang
diharapkan.

2. Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan
langkah-langkah dalam optimalisasi perbaikansub
indikator khususnya dalam faktor keuangan seperti:
belanja per kapita, belanja per fungsi, likuiditas dan
hutang jangka pendek.

3. Penelitian yang akan datang diusahakan
menggunakan semua sub indikator yang ada dalam
model FTMS dan juga membandingkan dengan
model penilaian kondisi keuangan yang lain,
seperti: metode kloha dan metode brown.
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